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Abstrak 
 
Pendaftaran hak atas tanah suatu kewajiban dari pemilik tanah untuk 
menyelenggarakan pendaftaran tanahnya guna mendapatkan status tanah yang 
dimilikinya sebagai bukti penguatan atas penguasaan tanahnya, baik tanah 
perkebunan, tanah yang tanpa bangunan diatasnya berapapun luasnya serta tanah 
yang dikuasi negara. 
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mendeskripsikan proses pendaftaran 
pemberian hak milik atas tanah yang dikusai negara, (2) Untuk mengkaji 
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran pemberian hak milik 
atas tanah yang dikuasai negara di Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pemalang. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang 
bersifat Penelitian Lapangan (Field Research), Pendekatan yang  digunakan 
yuridis empiris, Teknik Pengumpulan Data Wawancara kepada Narasumber, dan 
Analisi dengan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan dalam proses 
pendaftaran pemberian hak milik pada umumnya seorang pemohon sebelum 
melakukan permohonan hak atas tanah, tentu saja telah mengetahui secara pasti 
tentang status hukum tanah yang akan dimohon dan Hambatan yang dihadapi 
dalam proses pemberian hak milik atas tanah Negara yang dikuasai negara di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang ialah Banyak tanah negara yang dikuasi 
oleh masyarakat yang tidak mampu, karena adanya pajak BPHTB yang harus 
dibebankan kepada pemohon hak, maka menimbulkan kesulitan bagi masyarakat 
untuk memproses tanah tersebut. 
Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Hak Milik, Tanah Negara. 
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Abstract 
 
Registration of land rights is an obligation of the landowner to carry out 
the registration of his land in order to obtain the status of the land he has as 
evidence of strengthening the control of his land, both plantation land, land 
without building on whatever the extent and land under state control.  
This study aims: (1) To describe the process of registration of ownership 
rights over land controlled by the state, (2) To examine the obstacles encountered 
in the process of registering ownership rights to land held by the state in the 
Office of Agrarian Spatial Planning / National Land Agency (ATR / BPN) 
Pemalang Regency.  
The type of research used by the author is the type of research that is Field 
Research (Field Research), the approach used is juridical empirical, Data 
Collection Interview Techniques, and Analysis with Qualitative. The results of 
this study indicate that in the registration process of granting property rights in 
general, an applicant before making an application for land rights, of course, 
already knows for certain about the legal status of the land to be petitioned and the 
obstacles faced in the process of granting ownership rights over the State-
controlled state land in Pemalang District Land Office is that a lot of state land is 
occupied by people who are unable, because of the BPHTB tax that must be 
charged to the applicant for rights, making it difficult for the community to 
process the land.  
Based on this research, it is expected to be a material of information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties who need the 
environment of the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.  
Keywords : Land Registration, Property Rights, State Land. 
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MOTTO 
 
❖ Saatnya kerja cerdas. 
❖ Hidup cuman sekali, maksimalkan potensi kamu untuk terus belajar dan 
belajar lalu diamalkan. 
❖ Lebih baik kamu mengubah hidupmu, sebelum hidupmu mengubah 
kamu. 
❖ Jangan berputus asa sebelum mencoba masalah gagal atau tidaknya itu 
urusan belakangan intinya sudah pernah mencoba dari pada menyesal 
karena belum mencoba sama sekali 
❖ Berprestasi disekolah belum tentu sukses di dunia kerja! 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pendaftaran hak atas tanah suatu kewajiban dari pemilik tanah untuk 
menyelenggarakan pendaftaran tanahnya guna mendapatkan status tanah yang 
dimilikinya sebagai bukti penguatan atas penguasaan tanahnya, baik tanah 
perkebunan/pertanian, tanah yang tanpa bangunan diatasnya berapapun luasnya 
serta tanah yang dikuasi negara. Hal tersebut penting berkenaan dengan 
perlindungan hukum dan kepastian hukum atas tanah tersebut dari gugatan 
pihak lain. Ada beberapa masyarakat di daerah kabupaten pemalang yang 
belum sadar akan pentingnya bukti kepemilikan suatu hak atas tanah misalnya 
tanah yang dikuasi langsung oleh negara dimana tanah tersbut secara fisik telah 
kuasai selama kurang lebih 25 tahun tetapi masih ada yang belum mengetahui 
bagaimana proses pendaftaran tahah hak milik yang dikuasi oleh negara. 
Tanah Negara, pengertian tanah negara ditegaskan bukan dikuasai 
penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasi langsung oleh negara, artinya 
negara dikonstruksikan bukan subjek pemilik tanah, negara sebagai organisasi 
kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang berikan oleh 
wewenang rakyat.1 
Landasan bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun 
politik hukum serta kebijaksanaan  di bidang  pertanahan  telah tertuang dalam 
yang 1 berbunyi : UUD 1945 pasal 33 ayat (3) 
 
1Julius Sembiring, (ed), Pengertian, pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara, 
Jakarta : Kencana, 2016, hal. x. 
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“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran 
rakyat” 
 
Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) makna 
dikuasai oleh  bukan  bahwa tanah tersebut  harus dimiliki secara keseluruhan 
negara, tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang kepada negara 
sebagai organisasi kekuasaan dari Indonesia untuk tingkatan untuk : 
1. Mengatur dan menyelaenggarakan penyatukan, penggunaan, persediaan dan  
bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 
2. Menentukan dengan bumi, air,  ruang angkasa.  
3. Menentukan dan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan 
hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
Menyadari begitu arti dan fungsi tanah bagi masyarakat Indonesia, 
maka pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan, pengaturan dan 
dibidang pertanahan melalui suatu Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN). Kantor Pertanahan Kabupaten Pemlang merupakan 
salah satu instansi vertical dari Badan Pertanahan Nasional, hal ini terbentuk 
sebagai salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 
Mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah 
dikeluarkan berbagai peraturan hukum pertanahan yang merupakan 
pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Hukum 
Tanah Nasional. Secara umum UUPA membedakan tanah menjadi Tanah 
Hak dan Tanah Negara. Tanah hak adalah tanah yang telah dibebani suatu 
hak diatasnya, tanah hak juga dikuasai oleh negara tetapi penggunaannya 
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tidak langsung sebab ada hak pihak tertentu diatasnya. Sedangkan Tanah 
negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai 
artinya tidak ada pihak lain diatas tanah itu, tanah itu disebut juga tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara. 
Di samping itu adanya faktor yang berkembang di masyarakat, dimana 
masyarakat beranggapan bahwa pelayanan instansi pertanahan berbelit-belit 
dengan proses yang tidak jelas, banyak memakan waktu, tenaga dan biaya serta 
keluhan lainnya. 
Persyaratan permohonan sertifikat hak atas tanah yang ditentukan 
dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di 
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional telah dibuat sesuai konstelasi hukum 
positif, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria diturunkan lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 5 Tahun 1973 tentang tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara 
pemberian hak atas tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah kemudian diatur dalam Peraturan Mentri 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
pendaftaran tanah, lebih spesifik yang di atur dalam Peraturan Mentri Negara 
Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan, dengan kewenangan untuk pemberian Hak Milik atas tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
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Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan 
kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. 
Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah untuk 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak 
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar 
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, 
kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.2 
Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda “Certificaat” 
yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang 
sesuatu. Jadi sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak 
seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut 
menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu 
dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh 
instansi yang berwenang.3 Maksud diterbitkan sertifikat dalam kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah 
dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Sertifikat 
diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan 
data fisik dan data yuridis yang telah di daftar dalam bukutanah.4 
 
2Urip Santoso, Hukum Agraria dan Kajian Komprehensif, Jakarta : Kencana, 2012, hlm. 
315. 
3M. Yamin dan Abd. Rahim Lubis, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Medan : 
Pustaka Bangsa Press, 2004,  hlm.132. 
4Ibid, hlm. 316. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti atau 
menelaah lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan Skripsi 
dengan judul: “Proses Pendaftaran Pemberian Hak Milik Atas Tanah Yang 
Dikuasai Negara Pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Pemalang” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan 
beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses pendaftaran pemberian hak milik atas tanah yang 
dikuasai oleh negara di Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pemalang ? 
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam proses pendaftaran 
pemberian hak milik atas tanah yang dikuasai oleh negara di Kantor Agraria 
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pemalang ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan proses pendaftaran pemberian hak milik atas tanah 
yang dikusai negara di Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pemalang. 
2. Untuk mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses 
pendaftrana pemberian hak milik atas tanah yang dikuasai negara di Kantor 
Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten 
Pemalang. 
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D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 
diharapkan dapat bermanfaat: 
1. Secara Teoretis 
Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan dapat dijadikan 
informasi dalam mengaplikasikan atau mensosialisasikan teori yang telah 
diperoleh selama perkuliahan.  
2. Secara Praktisi  
Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat dijadikan 
pedoman dalam praktik bagi pejabat dalam Permohonan Hak milik dari 
tanah yang dikuasai negara di Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pemalang. Bagi masyarakat sebagai 
informasi dan sumbangsih tentang perolehan hak milik dari tanah yang 
dikuasi negara. 
E. Tinjauan Pustaka 
Penulis dalam melaksanakan penelitiannya menelaah beberapa 
penelitian skripsi dan tesis terdahulu yang memiliki karakteristik yang hampir 
sama dengan penelitian penulis, akan tetapi memiliki perbedaan dalam hal 
subjek dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. 
Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian atau Tesis yang dilakukan oleh Purwono Sungkowo Raharjo 
mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Sebelas Maret Surakarta dengan judul Tesis “Pelaksanaan Pendaftaran Hak 
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Milik atas Tanah Negara di Surakarta (Studi di Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta)”. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian 
hak milik atas tanah yang dikusai Negara dan pendaftarannya, khususnya 
dikantor pertanahan kota Surakarta belum terlaksana dengan baik. Penelitian 
ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki kesamaan 
dalam membahas Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak milik dari 
tanah negara. Sedangkan keduanya memiliki perbedaan dalam 
permasalahan yang diambil, dalam penelitian tersebut membahas perihal 
secara spesifik permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian 
hak milik atas tanah negara dan pendaftarannya. Beda halnya dengan 
penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan mengenai proses 
yang lebih rinci dari awal permohonan sampai terbit sertipikat.5 
2. Skripsi oleh Dea Natasya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung 
Bandar Lampung dengan judul Skripsi “Perolehan Hak Atas Tanah Oleh 
Penyelenggara Pembangunan Perumahan Melalui Pemberian Hak Atas 
Tanah Negara”. Hasil Penelitian ini Perolehan hak atas tanah oleh 
penyelenggara pembangunan perumahan melalui pemberian hak atas tanah 
negara diawali syarat-syarat bagi pemohon yaitu PT. Jaya Nusantara bahwa 
permohon hak atas tanah mengajukan permohonan hak milik atas tanah 
negara secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Bandar Lampung yang daerah kerjanya meliputi letak 
 
5Purwono Sungkowo Raharjo, “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Negara 
di Surakarta (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta)” Tesis, Fakultas Hukum Universitas 
Negeri Sebelas Maret Surakarta, hlm, 2016. 
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tanah yang bersangkutan.Dalam permohonan tersebut memuat keterangan 
mengenai pemohon, keteranganmengenai tanahnya yang meliputi data 
yuridis dan data fisik serta keteranganlainnya berupa keterangan mengenai 
jumlah bidang, luas dan status tanah-tanahyang dimiliki oleh pemohon 
termasuk bidang tanah yang dimohon sertaketerangan lain yang dianggap 
perlu, sehingga terbitlah Surat Keputusan. Penelitian ini memiliki 
persamaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki kesamaan dalam 
membahas Peroleh Tanah Hak milik dari tanah negara. Sedangkan 
keduanya memiliki perbedaan dalam permasalahan yang diambil, dalam 
penelitian tersebut membahas perihal pelaksanaan pemberian hak atas atas 
tanah negara yang berasal dari pelepasan hak bukan dari tanah negara bebas. 
Beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, 
permasalahan mengenai tata cara pemeberian hak atas tanah negara bebas 
menajadi hak milik yang lebih rinci dari awal permohonan sampai terbit 
sertipikat.6 
3. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Guntur Justitia Tampang dengan 
jurnal “Pendaftaran Tanah Negara Menajadi Hak Milik Dalam Prespektif 
Hukum Pertanahan di Indonesia”. Hasil penelitian Prosedur Pendaftaran 
tanah Negara menjadi hak milik menurut penetapan pemerintah melalui 
proses pengajuan permohonan hak milik dengan melengkapi syarat-syarat 
permohonan hak milik seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat 10 peraturan 
 
6Dea Natasya, “Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Penyelenggara Pembangunan 
Perumahan Melalui Pemberian Hak Atas Tanah Negara”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 
Lampung Bandar Lampung, hlm, 2016. 
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Menteri agraria atau kepala badan pertanahan nasional nomor 9 tahun 1999 
tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak milik dapat diberikan 
kepada a. WNI, b. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penelitian ini memiliki 
persamaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki kesamaan dalam 
membahas Peroleh Tanah Hak milik dari tanah negara. penelitian yang ingin 
diteliti oleh penulis, permasalahan mengenai tata cara pemeberian hak atas 
tanah negara bebas menajadi hak milik yang lebih rinci dari awal 
permohonan sampai terbit sertipikat.7 
F. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat 
Penelitian Lapangan (Field Research) artinya bahwa penelitian yang 
memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas 
mengenai situasi yang terjadi.8 
b. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan 
mengkaji data primer yang ada di lapangan yang berada di Kantor Agraria 
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pemalang. 
Dengan kata lain, metode penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang 
(statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
 
7Guntur Justitia Tampang, “Pendaftaran Tanah Negara Menajadi Hak Milik Dalam 
Prespektif Hukum Pertanahan di Indonesia” Jurnal, hlm, 2017. 
8Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
1997, hlm 42. 
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Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah 
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 
yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 
di dalam ilmu hukum.9 
c. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 
sekunder, yaitu : 
a) Data Primer 
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Undang–Undang. 
2. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3. Karya ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian. 
4. Infomasi yang dikutip dari internet. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh 
secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan 
hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan penelitian 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
d. Metode Pengumpulan Data 
Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini 
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas 
 
9Ibid, hlm. 176 
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dan reabilitas yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara kepada 
Narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas serta studi 
kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder. Peneliti 
mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan 
diteliti untuk kemudian diklarifikasi dan dianalisis lebih lanjut sesuai 
dengan tujuan dan permasalahan yang ada. 
e. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. metode 
kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-
data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. menggunakan analisis data yang 
telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data 
yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun 
atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.10 Dalam penulisan ini penulis 
menguraikan mengenai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait 
dengan proses pendaftaran hak milik yang dikuasai negara. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan 
mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari 
seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan 
ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:  
 
10Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-
Press), 2008,  hlm. 5. 
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Bab I pendahuluan, bab ini adalah bab yang mana berisikan suatu 
gambaran secara singkat kesuluran isi penulisan karya ilmiah yang terdiri dari 
Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan 
Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 
Bab II tinjauan pustaka, bab ini adalah bab yang berisikan tentang 
tinjauan-tinjauan secara umum tentang apa saja yang menjadi dasar penulisan 
karya ilimah tersebut, yang meliputi: Tinjauan Umum tentang Pengertian 
Tanah Negara, Tinjauan Umum tentang Badan Pertanahan Nasional, Tinjauan 
Umum tentang Proses Pendaftaran Hak Milik dan beberapa tinjauan yang 
sesuai dengan topik pembahasan penelitian skripsi ini. 
Bab III hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisikan tentang 
pembahasan data yang telah diperoleh dari penilitian dan telah di periksa 
kembali secara teliti selanjutnya di bahas dengan secara runtun dan sistematis.  
Bab IV penutup, bab ini berisikan tentang Penutup yang terdiri dari: 
Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Tinjauan Umum Tanah  
1. Pengertian Tanah 
Tanah dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu seluruh bumi, air dan 
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam 
wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah 
bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan 
nasional. Tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan 
bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak sebagian tertentu permukaan 
bumi, yang berbatas, berdimensi, dua dengan dengan ukuran panjang dan 
lebar11. 
Pasal 4 UUPA, UUPA menyatakan bahwa : “atas dasar hak 
menguasai Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA ditentukan 
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang 
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. 
Tanah sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 adalah meliputi bagian permukaan bumi merupakan satuan 
bidang yang terbatas dan merupakan objek dari pendaftran tanah. 
 
 
11Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria. Isi dan Pelaksaannya, Jakarta : Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan , 1994,  
hlm. 18 
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2. Jenis-jenis Tanah 
a. Tanah Hak Milik 
Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Semua hak 
atas tanah mempunyai fungsi sosial dan dalam Hak Milik Hanya warga-
negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Oleh Pemerintah 
ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan 
syarat-syaratnya. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang 
ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara 
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-
undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu 
didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 
hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut 
lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum 
dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak 
lain yang membebaninya tetap berlangsung. Selama seseorang disamping 
kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing 
maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya 
berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini. 
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Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Selain menurut cara sebagai seluruh wilayah 
Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang 
bersatu sebagai bangsa Indonesia. hak milik terjadi karena : 
a) penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah; 
b) ketentuan Undang-undang. 
Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut 
ketentuan-ketentuan Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Pendaftaran tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA meliputi: 
a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 
b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 
Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta 
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri 
Agraria. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, 
dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 
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pembayaran biaya-biaya tersebut. Penggunaan tanah milik oleh bukan 
pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Hak milik 
dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Jual-
beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian 
menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang. dimaksudkan untuk 
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung 
atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada 
seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya 
mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum 
kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 
(2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, 
dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik 
tidak dapat dituntut kembali. 
b. Hak Guna Usaha 
Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana 
tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau 
peternakan. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling 
sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau 
lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan 
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yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna-usaha dapat 
beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak guna-usaha diberikan untuk 
waktu paling lama 25 tahun. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu 
yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 
35 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan 
perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 
ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.Yang 
dapat mempunyai hak guna-usaha ialah. 
a) warga-negara Indonesia; 
b) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia, 
c) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan 
tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam 
ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib 
melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang 
memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang 
memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat 
tersebut. Jika hak guna-usaha, yang bersangkutan tidak 
dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak 
itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak 
lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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c. Hak Guna  Bangunan 
Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya 
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan 
pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan 
bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat 
diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna-
bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang dapat 
mempunyai hak guna-bangunan ialah. 
a) warga-negara Indonesia; 
b) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. 
c) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan 
tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) 
pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak 
guna-bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika 
hak guna-bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau 
dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena 
hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan 
diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
 
 
 
19 
 
 
 
d. Hak Pakai 
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik 
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang 
bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-
ketentuan Undang-undang ini. Hak pakai dapat diberikan: selama 
jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk 
keperluan yang tertentu; dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau 
pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh 
disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Yang 
dapat mempunyai hak pakai ialah : 
a) Warga-negara Indonesia; 
b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
c) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia; 
d) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 
3. Pengertian Tanah Negara 
Tanah Negara dalam system UUPA tidak dikenal. Yang ada 
hanyalah tanah yang dikuasai oleh Negara. Dalam pasal 1 dan pasal 2 
UUPA yang menyebutkan bahwa tanah Negara yang dikuasai oleh Negara 
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merupakan penjabaran dari hak menguasai dari Negara atas bumi, air dan 
ruang angkasa. Penggunaan istilah tanah Negara dapat saja digunakan 
sepanjang konsepsi dan maknanya disesuaikan dengan UUPA yang artinya 
tanah Negara bukanlah tanah milik Negara yang mencerminkan adanya 
hubungan hukum antara Negara dan tanah yang bersangkutan bersifat 
privat, namun tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara bersifat public. 
Beberapa kententuan-ketentuan dalam UUPA yang menyebutkan 
tanah Negara antara lain : 
a. Pasal 21 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa orang asing dan/atau 
warga Negara Indonesia dan/atau seseorang yang berkewarganegaraan 
rangkap yang memperoleh hak milik namun kemudian kehilangan 
kewarganegaraannya, maka dalam waktu satu tahun harus melepaskan 
haknya tersebut. Jika tidak maka hak milik tersebut jatuh kepada 
Negara. 
b. Pasal 26 ayat (2) Pemindahan atau peralihan hak milik kepada orang 
asing atau orang Indonesia yang berkewarganegaraan rangkap atau 
badan hukum yang tidak ditunjuk mempunyai akibat batal demi 
hukum, dan tanahnya jatuh kepada Negara. 
c. Pasal 27a hapusnya hak milik dan tanahnya jatuh kepada Negara, 
dikarenakan pencabutan hak, karena penyerahan dengan sukarela oleh 
pemiliknya, karena ditelantarkan dan karena huruf a dan b diatas. 
d. Pasal 28 ayat (1) hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan 
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. 
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e. Pasal 37 terjadinya hak guna bangunan diatas tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara. 
f. Pasal 41 ayat (1) hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau 
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. 
g. Pasal 43 ayat (1) sepanjang mengenai tanah yang langsung dikuasai 
oleh Negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain 
dengan izin pejabat yang berwenang. 
h. Dictum keempat huruf A UUPA hak-hak dan wewenang-wewenang 
atas bumi dan air dari swaparja atau bekas swaparja yang masih ada 
pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih 
kepada Negara. 
Berikut ini pengertian dari tanah Negara yang berasal dari beberapa 
pakar : 
1. Maria S.W Sumardjono tanah Negara adalah tanah yang tidak 
diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain atau dilekati 
dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan, tanah hak pengelolaan, tanah ulayat, dan tanah wakaf.12 
2. Boedi Harsono Tanah Negara adalah bidang-bidang tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara.13 
3. Arie Sukanti Hutagalung tanah Negara yaitu tanah-tanah yang 
belum ada hak-hak perorangan diatasnya. 
 
12Maria S.W. Sumardjono, Tanah untuk kesejahteraan Rakyat, Yogyakarta : Penerbit Bagian 
Hukum AgrariaFakuktas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010, hlm. 25. 
13Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Penerbit : Univesitas 
Trisakti, 2007, hlm 53. 
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4. Soegiarto tanah Negara ialah tanah-tanah yang belum dilekati 
sesuatu hak atas tanah.14 
5. Ali Achmad Chomzah tanah Negara adalah tanah yang tidak 
dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak 
atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.15 
4. Terjadinya Tanah Negara 
Apabila diklsifikasikan berdasarkan proses terjadinya tanah 
Negara, maka dapat dikelompokan sebagai berikut : 
a. Tanah Negara adalah tanah yang sejak berdirinya Negara Indonesia 
belum pernah dilekati sesuatu hak atas tanah apapun dan apabila 
ditarik mundur sampai zaman pemerintahan Hindia Belanda. Maka 
yang dimaksud dengan vrijlands domein termasuk dalam pengertian 
tanah Negara. Misalnya hutan belantara, tanah-tanah pangonan atau 
pengembala umum. Kecuali ulayat, sebab sepanjang kenyataan tanah 
ulayat itu masih ada sesudah diundangkannya (berlaku) UUPA pada 
24 September 1960, maka tanah ulayat tersebut bukan termasuk tanah 
Negara. 
b. Tanah Negara yang berkenaan dengan UU atau karena ketentuan UU 
menjadi tanah Negara. Tanah Negara ini sebelumnya merupakan 
tanah hak, akan tetapi dengan adanya perubahan politik pertanahan, 
maka dilikuidasi menjadi tanah Negara. Wujud dari tanah ini adalah 
tanah-tanah Negara bekas partikelir atau eigendom yang luasnya lebih 
 
14I. Soegiarto, Majalah Terbitan Badan Pertanahan Nasional, Bhumi Bakti, 1994, hlm. 25. 
15Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Jakarta : Pustaka, 2002, hlm. 1. 
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dari 10 bouw (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan 
Tanah-tanah Partikelir) dinyatakan dalam Pasal 3 bahwa sejak mulai 
berlakunya UU ini hak pemilik beserta hak-hak pertuananya atas 
semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah 
partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak tanah Negara. 
c. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang telah berakhir jangka 
waktunya dan tidak diperpanjang lagi. Selain hak milik, hak-hak atas 
tanah menurut ketentuan UUPA ditentukan jangka waktu berlakunya 
dengan berakhirnya jangka waktu ini dan tidak diperpanjang lagi, 
maka status tanahnya Kembali menjadi tanah Negara. 
d. Tanah-tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah hak telah berakhir 
jangka waktunya serta dengan kebijakan politik pertanahan tidak 
boleh diperpanjang lagi. Tanah Negara yang termasuk dalam 
pengertian ini adalah tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan 
dalam rangkap pemberian hak baru asal tanah asal konversi hak-hak 
barat jo. Pmdn No. 3 Tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan 
mengenai permohonan dan pemberian Hak baru asal tanah konversi 
hak-hak barat. Tanah ini berasal dari tanah hak menurut ketentuan 
KUHPerdata dengan berlakunya UUPA, maka hak atas tanah ini 
dikonversi menjadi sesuatu hak menurut ketentuan pasal 16 UUPA. 
Hak atas tanah ini kecuali dikonvensi menjadi hak milik, telah 
berakhir pada September 1980 dan dengan berakhirnya hak tersebut 
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maka tanahnya menjadi tanah Negara dan tidak boleh diperpanjang 
lagi. 
e. Tanah Negara yang karena penetapan pemerintah menjadi ditanah 
Negara. Tanah ini menjadi tanah Negara karena berdasarkan adanya 
ketetapan pemerintah. Penetapan sesuatu areal menjadi hutan lindung, 
Kawasan konservasi, suakamargasatwa. Sebagai contoh konkret dari 
tanah dari tanah Negara ini. 
f. Tanah yang menjadi tanah Negara akibat dari suatu perbuatan hukum. 
Tanah ini menjadi tanah karena angka 9 UU No. 2 Tahun 2012 
tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum, menyatakan bahwa pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan 
hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui 
Lembaga pertanahan. 
g. Tanah Negara yang karena sesuatu peristiwa menjadi tanah Negara.  
h. Tanah Negara yang karena suatu perbuatan menjadi tanah Negara. 
i. Hak pengolalaan.16 
B. Tinjauan Umum Proses Pendaftaran Hak Milik 
Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian Hukum. Salah satu usaha untuk 
mencapai kepastian hukum ialah melaksanakan pendaftaran tanah. Oleh 
sebab maka ditentukan dalam pasal 19 UUPA Undang-Undang Pokok 
Agraria, 
 
16Julius Sembiring, PengertianPeraturan dan permasalahantanah Negara, Kencana, 
Cetakanke 2, 2018, hlm. 12-17. 
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“bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka Pemerintah diwajibkan 
untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 
Pemerintah.” 
 
Maka jelaslah kiranya dari ketentuan itu, bahwa tujuan pendaftaran 
tanah yang diselenggarakan itu untuk menjamin kepastian hukum, jadi suatu 
“rechts kasdaster” bukan sekedar suatu “fiscal kadaster”. Adapun tugas 
pendaftaran tanah itu meliputi : Pengukuran, pemetaan dan pembukuan 
tanahnya. Hal ini mengenai obyek dari pada haknya, mengenai apa yang 
disebut “azaz specialiteit”, untuk mendapat kepastian hukum mengenai 
tanahnya dimana tanahnya, berapa luasnya, bagaimana dan dimana batas-
batasnya. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ini 
mengenai subyek dari pada haknya, mengenai apa yang disebut “azas open 
baarheid”, untuk mendapat kepastian mengenai subyeknya : siapa yang 
berhak atas tanah itu. Hak milik tidak akan diperoleh kalau kita membeli 
tanah dari orang yang bukan pemiliknya. Pemberian surat-surat tanda bukti 
hak. Dan surat-surat tanda bukti ini akan berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat.17 
Adapun beberapa tahapan proses pendafatran tanah hak milik atas 
tanah yang berdasarkan Undang-undang maupun Peraturan Mentri Agraria 
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai 
berikut:  
 
 
17pendaftaran-tanah, http://jasapengurusanshm.com/pendaftaran-tanah.html, diakses pada 
tanggal 04 Juni 2020 Pukul 20.40 WIB. 
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1. Proses pendaftaran Hak Milik melalui tahapan Konversi dari tanah 
Letter C/Girik: 
a. Penyiapan Dokumen 
Hal pertama yang harus anda lakukan ialah menyiiapkan dan 
melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat. Syarat ini 
perlu disesuaikan dengan asal hak tanah. Adapun, syarat-syaratnya 
mencakup: 
b) Persyaratan (Hak Milik Perorangan) : 
1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup; 
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan; 
3. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket; 
4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak; 
5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan 
rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari 
pemerintah; 
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB 
(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat 
pendaftaran hak); 
7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan. 
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c) Persyaratan (Hak Milik Badan Hukum) 
1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup; 
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan; 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh 
petugas loket; 
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 
5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak. 
6. SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak 
Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional; 
7. Surat ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan 
Pertanahan Nasional; 
8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket; 
9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan. 
d) Waktu pengurusan: 
1. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: 
2. Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha. 
3. Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2. 
4. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: 
5. Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha. 
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6. Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 sampai 
dengan 5.000 m2. 
7. 97 (Sembilan puluh tujuh) hari untuk: 
8. Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m2. 
e) Mengurus di Kantor Pertanahan 
Setelah mengurus dokumen di Kelurahan/Desa setempat, 
dapat menlanjutkan kekantor pertanahan. Adapun, tahapannya 
sebagai berikut: 
1. Mengajukan Permohonan Sertifikat Caranya dengan 
melampirkan dokumen - dokumen yang diurus di kelurahan, 
dan dilengkapi dengan syarat formal, yaitu fotokopi KTP dan 
KK pemohon, fotokopi PBB tahun berjalan, dan dokumen - 
dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang. 
2. Pengukuran ke Lokasi Pengukuran ini dilakukan setelah 
berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda 
terima dokumen dari kantor pertanahan. Pengukuran 
dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh 
pemohon atau kuasanya. 
3. Pengesahan Surat Ukur Hasil pengukuran di lokasi akan 
dicetak dan dipetakan di BPN dan Surat Ukur disahkan atau 
tandatangani oleh pejabat yang berwenang, pada umumnya 
adalah kepala seksi pengukuran dan pemetaan. 
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4. Penelitian oleh Petugas Panitia A. Setelah Surat Ukur 
ditandatangani dilanjutkan dengan proses Panitia A yang 
dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia 
A terdiri dari petugas dari BPN dan lurah setempat. 
5. Pengumuman Data Yuridis di Kelurahan dan BPN 
Data yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di 
kantor kelurahan dan BPN selama enam puluh hari. Hal ini 
bertujuan supaya memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997. 
Dalam praktiknya, bertujuan untuk menjamin bahwa 
permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain. 
6. Terbitnya SK Hak Atas Tanah. Setelah jangka waktu 
pengumuman terpenuhi, dilanjutkan dengan penerbitan SK hak 
atas tanah. Tanah dengan dasar girik ini akan langsung terbit 
berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). 
7. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) 
BPHTB dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang 
dimohonkan seperti yang tercantum dalam Surat Ukur. 
Besarnya BPHTB tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) dan luas tanah. BPHTB ini juga bisa dibayarkan pada 
saat Surat Ukur selesai, yaitu pada saat luas tanah yang 
dimohon sudah diketahui secara pasti. 
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8. Pendaftaran SK Hak untuk diterbitkan sertifikat. SK Hak 
kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat 
pada subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). 
9. Pengambilan Sertifikat. Pengambilan sertifikat dilakukan di 
loket pengambilan. Lamanya waktu pengurusan sertifikat ini 
tidak dapat dipastikan. Banyak faktor yang menentukan. Akan 
tetapi, kira-kira dapat diambil sekitar 6 bulan dengan catatan 
bahwa tidak ada persyaratan yang kurang. 
 
2. Proses pendaftaran Hak Milik dari Tanah Negara 
Tanah yang dikuasai Negara bisa dimohonkan hak milik. 
Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan. 
Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara 
tertulis. Permohonan Hak Milik diajukan kepada Menteri melalui Kepala 
Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang 
bersangkutan.  
a) Syarat-syarat Permohonan Hak Milik  
Pasal 8 
1. Hak Milik dapat diberikan kepada :  
a. Warga Negara Indonesia   
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b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yaitu:  
a. Bank Pemerintah;   
b. Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh 
Pemerintah. 
2. Pemberian Hak Milik untuk badan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan atas 
tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan 
tugas pokok dan fungsinya.  
Pasal 9 
Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis : 
1. Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat : 
1) Keterangan mengenai pemohon:  
a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, 
tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan 
mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih 
menjadi tanggungannya;  
b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta 
atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat 
keputusan pengesahannya oleh pejabat yang 
berwenang tentang penunjukannya sebagai badan 
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hukum yang dapat mempunyai Hak Milik 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
3. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yurisis dan 
data fisik:  
a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertpikat, 
girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan 
pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang yang telah 
dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta 
pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;  
b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau 
Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); 
c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)  
d. Rencana penggunaan tanah;  
e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);  
4. Lain-lain: Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status 
tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, ternasuk bidang tanah 
yang dimohon; Keterangan lain yang dianggap perlu.  
Pasal 10 
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
dilampiri dengan:  
1. Mengenai pemohon:  
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a. Jika perorangan: foto copy surat bukjti identitas, surat 
buktikewarganegaraan Republik Indonesia;  
b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan 
pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
2. Mengenai tanahnya:  
a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat 
bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan 
atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta 
pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti 
perolehan tanah lainnya;  
b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;  
c. Surat lain yang dianggap perlu. 
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan 
status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk 
bidang tanah yang dimohon. 
Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Nasional Nomor 9 Tahun  1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan 
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan 
menyebutkan “ Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala 
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Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang 
bersangkutan” .  
Pasal 12 
Selah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:  
1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik. 
2. Mencatat dalam formulir isian. 
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir 
isian. 
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang 
diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan 
rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Pasal 13 
1. Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran 
data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa 
kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan 
atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
2. Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, 
Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi 
Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan 
pengukuran 
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3. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:  
a) Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk 
untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang 
sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data 
fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang 
dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering 
Rapport). 
b) Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak 
terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam 
berita acara. 
c) Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan 
hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah 
Pemeriksaan Tanah. 
4. Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala 
Knator Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk 
melengkapinya. 
5. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan 
kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala 
Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim 
Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan 
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keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau 
keputusan penolakan yang disdertai dengan alasan 
penolakannya.  
6. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan 
kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan 
menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala 
Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya. 
Pasal 14 
1. Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat 
dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(6), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala 
Bidang Hak-hak Atas Tanah untuk: 
a. Mencatat dalm formulir isian. 
b. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data 
fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala 
Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk 
melengkapinya.  
2. Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran 
data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta 
pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan memeriksa 
kelayakan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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3. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan 
kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala 
Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan 
keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau 
keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.  
4. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan 
kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas 
permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan 
pertimbangannya.  
Pasal 15 
1. Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat 
dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (4), 
Menteri memrintahkankepada Pejabat yang ditunjuk untuk: 
a. Mencatat dalam formulir isian. 
b. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data 
fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala 
Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya.  
2. Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan 
data fisik atas tanah yang dimohon dengan mempertimbangkan 
pendapat dan Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dean selanjutnya 
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memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya 
dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
3. Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala 
Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), 
Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah 
yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan 
alasan penolakannya. 
Pasal 16 
Keputusan pemberian Hak Milik atau kepuusan penolakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3) 
dan Pasal 15 ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui surat 
tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan 
tersebut kepada yang berhak. 
Dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, dalam 
hal ini adalah pemberian hak atas tanah Negara dari mulai 
penerimaan dokumen sampai terbitnya sertifikat itu sendiri meliputi 
beberapa kegiatan dan membutuhkan waktu sebagaimana yang 
diatur dalam peraturan yang berlaku Adapun prosedur pemberian 
hak milik atas tanah negara menurut Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara dan Hak pengelolaan 
antara lain :  
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a. Permohonan diajukan secara tertulis secara massal kepada 
apabila diwakilkan dalam hal ini memberikan surat kuasa 
kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
b. Permohonan tersebut memuat : Keterangan mengenai identitas 
pemohon dan keterangan yang meliputi tanahnya. 
c. Surat penyataan pemohon bermaterai 
d. Setelah berkas permohonan tersebut diterima, maka Kepala 
Kantor Pertanahan : Memeriksa dan meneliti kelengkapan data 
yuridis dan data fisik , Mencatat dalam formulir isian sesuai 
ketentuan; memberikan tanda terima berkas permohonan 
formulir isian dan Memberitahukan kepada pemohon untuk 
membayar yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan 
tersebut dengan rincian sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 
e. Selanjutnya kepala kantor pertanahan memerintahkan kepada 
Kepala Seksi Hak memeriksa permohonan hak terhadap tanah 
yang sudah didaftarkan. 
f. Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan 
kepada kepala Kantor pertanahan, maka setelah 
mempertimbangkan pendapat dari Kepala seksi hak atas tanah 
atau pejabat yang ditunjuk . 
g. Dalam hal keputusan pemberian hak tidak dilimpahkan kepada 
Kepala Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan 
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yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan 
tersebut kepada Kepala Kantor wilayah disertai dengan 
pertimbangan. 
h. Dalam hal keputusan pemberian hak tidak dilimpahkan kepada 
Kepala Kantor wilayah, maka kantor wilayah menyampaikan 
berkas dan permohonan tersebut kepada Menteri disertai 
pendapat dan pertimbanganya. 
i. Setelah menerima berkas permohonan yang disertai dengan 
pertimbangan tersebut menteri memerintahkan kepada pejabat 
yang ditunjuk untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan data 
yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan 
memperhatikan dan pertimbangan pendapat dari kantor 
wilayah. Kemudian menteri pemberian hak atas tanah yang 
dimohon atau penolakan yang disertai dengan alasan 
penolakan. 
j. Keputusan atas pemberian hak atau keputusan penolakan 
disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau 
dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut 
kepada yang berhak. 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
 
 
C. Tinjauan Umum Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) 
Badan Pertanahan Nasional adalah suatu lembaga non departemen yang 
dibentuk pada tanggal 19 juli 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 26 Tahun 1998. Badan ini merupakan peningkatan dari 
Direktorat Jenderal Agraria Departemen. Peningkatan status tersebut 
didasarkan pada kenyataan bahwa tanah sudah tidak lagi merupakan masalah 
agraria yang selama ini lazimnya di identifikasikan sebagai pertanahan, 
namun tanah setelah berkembang menjadi masalah lintas sektoral yang 
mempunyai dimensi pertahanan dan keamanan.18 Peraturan Pemerintah No. 
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 5 menyatakan bahwa 
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. 
Struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional berdasarkan wilayah menjadi 
1. Badan Pertanahan Nasional tingkat Pusat 
2. Kantor wilayah Badan Pertanahanan tingkat Provinsi 
3. Kantor Pertanahan Kabupaten atau kota ditingkat Kabupaten atau kota.19 
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagian wewenang pemberian hak 
atas tanah dilimpahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Propinsi maupun 
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten atau Kota. Tugas Kantor Pertanahan 
ditentukan dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 
 
18Abdurrahman. Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria, Bandung : Penerbit Alumni 1983. 
hal.110. 
19Urip Santono, Pendaftaran dan PeralihanHakAtas Tanah, Cet.2, Jakarta : Kencana, 2010., 
hlm. 23. 
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Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang menentukan bahwa 
Kantor Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional 
di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kantor Pertanahan sebagai garda 
terdepan dari Badan Pertanahan Nasional, bertugas memberikan pelayanan di 
bidang pertanahan secara langsung kepada masyarakat, dengan mengemban 
tiga tugas pokok, yaitu :  
a. Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, 
penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran 
dan pendaftaran hak atas tanah. 
b.  Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan 
tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, 
pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah. 
c.  Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.20 
Selain itu, tugas yang diemban oleh Badan Pertanahan Nasional adalah 
pembangunan di bidang pertanahan dalam terwujudnya Catur Tertib 
Pertanahan yang meliputi: 
a) Tertib Hukum Pertanahan Menurut Keputusan Presiden No. 7 Tahun 
1979 ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan tertib hukum 
pertanahan adalah: 
 
20Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah 
Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 2004,  hlm. 
86. 
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b) Semua pihak yang menguasai dan atau menggunakan tanah 
mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah yang 
bersangkutan me nurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c) Tersedianya perangkat perundang-undangan di bidang pertanahan 
yang lengkap dan komperhensip sebagai pedoman penyelenggaraan 
pelayanan pertanahan. 
d) Seluruh penyelenggaraan administrasi pertanahan dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 
melaksanakan tugas, BPN menyelenggarakan fungsi menurut Peraturan 
Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yaitu: 
1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan 
pemetaan; 
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 
pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan 
dan pengendalian kebijakan pertanahan; 
5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; 
6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 
penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 
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8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; 
9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan 
10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan, 
11. pelaksanaanpengembangansumberdayamanusia di bidangpertanahan. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 
Pertanahan Nasional, BPN terdiri atas: 
1. Kepala yang dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang; 
2. Susunan unit organisasi Eselon I menggunakan susunan organisasi Eselon 
I pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya 
bersesuaian.  
Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang telah 
diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan di bidang 
pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. 
Kewenangan BPN di atur didalam Pasal 24 ayat (7) Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa;  
“Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak 
atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya 
menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga 
di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1(satu) sertifikat hak atas tanah yang 
sah.” 
 
Makna Lambang/Logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan 
Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor 
Pertanahan, yaitu : 
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Gambar Keterangan Makna Penjelasan 
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c. Warna Kuning 
Emas melamban
gkan kehangatan, 
pencerahan, 
intelektual dan 
kemakmuran. 
d. Warna Abu-
abu melambangk
an 
kebijaksanaan, 
kedewasaan serta 
keseimbangan. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Proses pendaftaran pemberian hak milik atas tanah yang dikuasai 
negara pada Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) Kabupaten Pemalang 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang yang beralamat  di Jalan 
Pemuda No. 35 kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupten 
Pemalang.  
Visi-Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Semboyan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah : 
Visi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, yaitu : 
 “ Pikirkan Apa yang Dirasakan Rakyat dan Miliki Jiwa Pelayanan ” 
 Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah :  
1. Melayani Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha di 
Bidang Pertanahan. 
2. Membangun Sistem Informasi, Manajemen Pertanahan dan Sistem 
Pengamanan Dokumen Pertanahan dengan Teknologi Elektronik. 
3.  Mensertipikatkan Seluruh Bidang Tanah di Kabupaten Pemalang 
4.  Membangun KKP, Geo KKP dan Memetakan Setiap Bidang 
Tanah Lengkap dengan Titik Koordinat  
5. Melaksanakan Tertib Administrasi  
6. Melaksanakan Tertib Anggaran 
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7. Melaksanakan Tertib Perlengkapan 
8. Melaksanakan Tertib Perkantoran  
9. Melaksanakan Tertib Kepegawaian  
10. Melaksanakan Tertib Disiplin Kerja  
11. Melaksanakan Tertib Moral  
12. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 
Melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Motto Kantor Pertanahan adalah : “ Lembaga yang bermanfaat 
bagi masyarakat, Pemda dan Dunia Usaha “ 
Kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah Instansi 
Vertikal Badan Pertanahan di Kabupaten / Kota yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Tugas Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan 
Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang bersangkutan. Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi antara lain : 
a. Penyusunan rencana, program, dan pengangguran dalam rangka 
pelaksanaan tugas pertanahan. 
b. Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan.  
c.  Pelayanan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan 
pemetaan bidang, pembukuan tanah, peta tematik dan survei potensi 
tanah.  
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d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreformm konsolidasi tanah, dan 
penataan pertambahan wilayah pesisir, pulau-pulauu kecil, perbatasan, 
dan wilayah tertentu. 
e.  Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak 
tanah, pemeliharaan data pertanahan, dan administrasi tanah asset 
pemerintah.  
f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan anah Negara, tanah 
terlantar dan lahan kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat.  
g. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. 
h. Pengkoordinasian pemangku pengguna tanah.  
i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 
(SIMTANAS). 
j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 
pemerintah, dan swasta. 
k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan. 
l. Pelaksanaan urutan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan 
prasarana, perundang-undangan, serta pelayanan pertanahan. 
Berdasarkan data Kantor Pertahanan di kabupaten Pemalang sendiri 
mempunyai pegawai keseluruhan 93 orang yang terdiri dari yang terdiri dari 
36 orang Aparatur SipilNegara dan 57 orang Pengawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri.Pegawai ASN di BPN Pemalang terdiri atas Pejabat 
Strukturalsejumlah 18 orang dan Pejabat Fungsional sejumlah 18 orang. 
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PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK 
PERTAMA KALI PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT 
 (PERMOHONAN PENEGASAN / PENGAKUAN HAK ATAS TANAH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Penyelesaian di loket      1 Hari 
2. Penyelesaian di Seksi Infrastruktur Pertanahan   20 Hari 
3. Penyelesaian di Seksi Hubungan Hukum Pertanahan  86 Hari 
4. Penyelesaian di Kepala Kantor    7 Hari 
5. Administrasi dan pembukuan sertipikat   7 Hari 
PEMOHON 
LOKET 
1. Pemeriksaan 
kelengkapan Berkas 
2. Membuat perincian 
biaya 
3. Pengembalian
berkas yang tidak 
lengkap 
4. Pemberian lembar  
tanda bukti terima 
berkas 
5. Pembayaran 
6. Pembuatan bukti 
pembayaran 305 
7. Pengambilan 
sertipikat 
KASI HHP 
1. Mengadakan 
pemeriksaan Subyek DI 
301 
2. Pengisian DI 305, DI 
301 
KASI IP 
1. Pengisian DI 301 
2. Pengukuran dengan 
hasil peta bidang 
tanah 
3. Pembuatan Surat 
Berkas lengkap 
ditindaklanjuti oleh 
Kasi HHP sesuai 
prosedur Pendaftaran 
Konversi/ Penegasan 
Hak 
Berkas tidak 
lengkap 
 
Berkas lengkap 
ditindaklanjuti oleh 
Kasi HHP sesuai 
prosedur Pendaftaran 
Konversi/ Penegasan 
Hak 
KASI HHP 
Pembuatan 
Pengumuman dan 
tidak lanjut hasil 
pengumuman 
KEPALA KANTOR 
1. Penandatanganan 
S.K 
2. Tandatangan Berita 
Acara 
3. Tandatangan 
sertipikat HM 
KASI HHP 
1. Administrasi dan 
Pembukuan 
sertipikat 
2. Pengisian DI 208, 
DI 307 
PENYERAHAN 
SERTIPIKAT KE 
LOKET 
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6. Penyerahan Sertipikat ke Loket     3 Hari 
Jumlah  124 Hari 
Dalam bagan loket terdapat 4 (empat) loket yang disediakan di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang, sesuai dengan tugasnya masing-masing 
loket adalah : 
1. Loket 1 : Loket Informasi; 
2. Loket 2 : Loket Pendaftaran Permohonan dan Penerimaan Berkas; 
3. Loket 3 : Loket Pembayaran dan Penyerahan Bukti Pembayaran; 
4. Loket 4 : Loket Penyerahan Sertipikat 
Proses permohonan pensertipikan tanah, pemohon yang bersangkutan 
datang dan melakukan konsultasi terlebih dahulu di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang agar dapat mengetahui persyaratan dokumen-dokumen 
apa saja yang harus disertakan pada saat melakukan permohonan 
pensertipikatan tanah. Hal ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan 
permohonan pendaftaran tanah karena persyaratan yang tidak lengkap. Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang menyediakan blanko yang diperlukan dalam 
permohonan pensertipikatan tanah sebagai wujud peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat.  
Adapun persyaratan-persyaratan dalam pensertipikatan tanah sebagai 
berikut : 
1. Melengkapi blanko permohonan pendaftaran, yang terdiri dari : 
a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang (di tanda tangani pemohon / kuasanya); 
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b. Surat keterangan dari kepala Desa/Kelurahan tentang pemilikan bidang 
tanah yang dimiliki pemohon (ditanda tangani Kepala Desa/Kelurahan); 
c. Surat pernyataan bahwa bidang tanah yang akan didaftarkan belum ada 
tanda bukti hak atau sertipikat (ditanda tangani pemohon dan Kepala 
Desa/Kelurahan); 
d. Kutipan Daftar Buku C Desa/Letter C Desa (ditanda tangani oleh 
Kepala Desa/Kelurahan); 
e. Berita Acara Kesaksian Kepemilikan bidang tanah (ditanda tangani 2 
orang saksi, seorang Sekertaris Desa/Kelurahan dan Seorang Perangkat 
Desa/Pegawai Kelurahan); 
f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (ditanda tangani 
pemohon dan 2 orang saksi, Sekertaris Desa/Kelurahan dan Perangkat 
Desa/Kelurahan); 
g. Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas Tanah (ditanda tangani Pemohon 
di yang dibubuhi materai). 
2. FotoCopy KTP Pemohon yang dilegalisir oleh Kelurahan / Kepala Desa; 
3. Asli surat bukti pemilikan tanah Girik / Petuk C / Letter C yang memuat 
Nomor Persil / Nomor Patok, Klas, Luas bidang tanah; 
4. Bukti Pemilikan tanah : 
a. Apabila diperoleh dari hibah / jual beli sebelum Tahun 1997 
melampirkan surat pernyataan hibah / jual beli, apabila diperoleh 
setelah Tahun 1997 melampirkan Akta Notaris; 
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b. Apabila diperoleh dari waris, maka melampirkan surat keterangan waris 
dan surat pernyataan pembagian waris. 
1. Surat Kuasa, apabila permohonan tanah di kuasakan kepada PPAT/PPATS 
Kecamatan; 
2. Mengisi blanko Daftar Isian 201 (Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang 
Tanah dan Penetapan Batas) yang di isi oleh pihak dari Desa/Kelurahan. 
Proses pemberian hak milik atas tanah yang dikuasai langsung oleh 
Negara pada umumnya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / 
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan. 
Dalam Proses pemberian hak milik pada umumnya seorang pemohon 
sebelum melakukuan permohonan hak atas tanah, tentu saja telah mengetahui 
secara pasti tentang status hukum tanah yang akan dimohon. Dalam 
penelitian ini status hukum tanah yang dimohon adalah Tanah Yang dikuasi 
Langsung oleh Negara, yang dimaksud tanah negara bebas adalah tanah yang 
langsung dikuasai oleh negara atau tidak ada pihak diatas tanah-tanah itu dan 
kewenangan teknis dalam permohonan untuk memperoleh hak atas tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh Seksi Hak-hak 
Atas Tanah, sedangkan pelaksanaan tugasnya ditangani oleh Sub Seksi 
(Subsi) pemberian hak-hak atas tanah. 
Adapun proses pendaftaran pemberian hak milik atas tanah negara di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Menteri 
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Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Negara 
dan Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut : 
Permohonan hak milik atas tanah negara memuat: 
1. Keterangan mengenai pemohon: 
a. Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal 
dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya 
yang masih menjadi tanggungannya; 
b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan 
pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya 
oleh pejabat yang berwenang, tentang penunjukannya sebagai badan 
hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: 
a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, 
surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah 
dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan 
pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti 
perolehan tanah lainnya; 
b. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar 
Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); 
c. jenis tanah (pertanian/non pertanian); 
d. rencana penggunaan tanah; 
 
 
 
 
56 
 
 
 
e. status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara); 
3. Lain-lain : 
a. keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah 
yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon; 
b. keterangan lain yang dianggap perlu. 
Permohonan Hak Milik di atas dilampiri dengan:  
1. Mengenai pemohon: 
b. jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti 
kewarganegaraan Republik Indonesia; 
c. jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan 
salinan surat keputusan penunjukkannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Mengenai tanahnya: 
a. data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti 
pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang 
telah dibeli dari Pemerintah; akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan 
pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; 
b. data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada; 
c. surat lain yang dianggap perlu. 
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status 
tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah 
yang dimohon. 
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Setelah semua berkas permohonan diterima, Kepala Kantor 
Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik 
permohonan hak milik serta memeriksa kelayakan permohonan tersebut 
untuk dapat atau tidaknya diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Apabila dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, 
Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran 
dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.  
Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:  
a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Petugas yang ditunjuk untuk 
memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar 
dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk 
mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah 
Pemeriksaan Tanah (konstatering rapport); 
b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap 
tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara; 
atau; 
c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak 
selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah. 
Dalam hal keputusan pemberian hak milik kewenangannya telah 
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, setelah 
mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau pejabat 
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yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan 
pemberian hak milik atas tanah negara yang dimohon atau keputusan 
penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya. 
Keputusan pemberian hak milik atau keputusan penolakan 
disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain 
yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak. 
Perlu diketahui bahwa penerima hak atas tanah mempunyai kewajiban 
antara lain:  
1. membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan uang 
pemasukan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
2. memelihara tanda-tanda batas; 
3. menggunakan tanah secara optimal; 
4. mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah; 
5. menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup; 
6. kewajiban yang tercantum dalam sertifikatnya. 
B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran 
pemberian hak milik atas tanah yang dikuasai negara di Kantor Agraria 
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten 
Pemalang 
Untuk melakukan Permohonan Hak Milik tentunya terdapat beberapa 
syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pemohon seperti yang terdapat dalam 
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Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah 
Negara dan Hak Pengelolaan, Hak Milik dapat diberikan kepada :  
a. Warga Negara Indonesia   
b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:  
a) Bank Pemerintah;  
b) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh 
Pemerintah. 
c. Pemberian Hak Milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu 
yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan 
fungsinya.  
Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum ialah 
melaksanakan pendaftaran tanah. Oleh sebab maka ditentukan dalam pasal 19 
UUPA Undang-Undang Pokok Agraria, 
“bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka Pemerintah diwajibkan 
untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 
Pemerintah.” 
 
Proses pemberian hak milik atas tanah yang dikuasai langsung oleh 
Negara pada umumnya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / 
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan. 
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Dalam Proses pemberian hak milik pada umumnya seorang pemohon 
sebelum melakukuan permohonan hak atas tanah, tentu saja telah mengetahui 
secara pasti tentang status hukum tanah yang akan dimohon. Dalam 
penelitian ini status hukum tanah yang dimohon adalah Tanah Yang dikuasi 
Langsung oleh Negara, yang dimaksud tanah negara bebas adalah tanah yang 
langsung dikuasai oleh negara atau tidak ada pihak diatas tanah-tanah itu dan 
kewenangan teknis dalam permohonan untuk memperoleh hak atas tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh Seksi Hak-hak 
Atas Tanah, sedangkan pelaksanaan tugasnya ditangani oleh Sub Seksi 
(Subsi) pemberian hak-hak atas tanah. Dalam Proses Pendaftaran Pemberian 
Hak Milik Atas Tanah yang di Kuasai Negara terdapat Hambatan-hambatan 
yang berasal dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang, 
yaitu :  
1. Untuk tanah Negara dimiliki minimal 25 tahun 
2. Menunda-nunda suatu pekerjaan yang ditanganinya.  
3. Adanya pungutan-pungutan diluar biaya yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah dengan berbagai macam alasan.  
4. Keteledoran pegawai kantor pertanahan baik dalam pengisian data 
atau pemasukan data dalam menangani surat berkas permohonan. 
Faktor hambatan Kelengkapan data dari pihak Kepala Kantor setelah 
menerima berkas harus: 
1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.  
2. Mencatat dalam formulir isian.  
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3. Memberikan tanda terima berkas permohonan.  
4. Memberikan kepada pemohon untuk melengkapi data yuridis atau 
data fisik melalui surat pemberitahuan. 
Jika pemohon telah melengkapi data yang dibutuhkan, maka 
permohonan dapat dilanjutkan sebaliknya bila pemohon belum 
melengkapinya maka permohonan tersebut dapat ditahan dahulu dan tidak 
boleh diteruskan, hal ini untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak 
diinginkan. Pemohon wajib untuk segera menyelesaikannya agar 
permohonannya dapat diproses, karena biaya yang dikenankan tersebut 
akan diserahkan kepada kas negara. Dari Kantor akan mengajukan 
rencana anggaran biaya kepada negara, apabila dana sudah keluar maka 
permohonan tersebut diproses sehingga dapat diterbitkannya sertipikat 
Serta Adanya sengketa dari tanah yang dimohon Untuk kasus sengketa 
yang berkenaan dengan tanah yang dimohon dapat diselesaikan dengan 
cara musyawarah dalam hal ini pihak kantor Pertanahan dapat menjadi 
penengah dan menyarankan agar diselesaikannya sengketa tersebut. 
Sengketa terjadi apabila ada pihak yang tidak setuju dengan batas tanah 
yang tidak sesuai dengan yang dimohon. Apabila sengketa dapat di 
selesaikan maka permohonan tersebut diproses untuk selanjutnya 
diterbitkan sertipikat. 
Hambatan yang dikeluhkan oleh masyarakat pada umumnya yang 
sering terjadi seperti yang di beritahukan langsung oleh petugas pertanahan 
lewat wawancara. 
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“ Banyak tanah negara yang dikuasi oleh masyarakat yang tidak 
mampu, karena adanya pajak BPHTB yang harus dibebankan kepada 
pemohon hak, maka menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk 
memproses tanah tersebut, Syarat berkas atau dasar peroleh belum 
terpenuhi karena akan hal ini maka terjadi keterlambatan proses 
penerbitan permohonan pemberian hak atas tanah milik Negara 
tersebut, Karena daerah yang dimohonkan adalah tanah negara yang 
termasuk dalam tanah daerah sepadan pantai, sepadan sungai, 
sepadan mata air, dan lereng dengan kemiringan kurang lebih 45o, 
Tanah yang ditempati tidak memiliki alas hak atau bukti kepimilikan 
makan masyarakat kesulitan untuk melakukan pendaftaran 
permohonan hak, Adanya sengketa dari tanah yang dimohon, Pada 
saat pengukuran bidang tanah pemberian hak patok belum terpasang 
sehingga Nampak bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak yang 
bersangkutan, dan Kurangnya informasi tentang riwayat dari tanah 
Negara ke peroranganurangnya kelengkapan data dari pemohon baik 
data fisik maupun data yuridis tanahnya. Belum diselesaikannya 
biaya yang dikenankan untuk pemasukan kas negara. Adanya 
sengketa dari tanah yang dimohon, dari masyarakatpun terkadang 
kurangnya kelengkapan data fisik maupun yuridis, Belum 
diselesaikannya biaya yang dikenankan untuk pemasukan kas  
negara serta Adanya sengketa dari tanah yang dimohon.”21 
Hambatan dari kebijakan Pemerintah mengenai kewajiban 
perpajakan dalam kegiatan pendaftaran tanah. yang dimaksud dengan 
kewajiban membayar Pajak BPHTB merupakan kewajiban yang harus 
dibayar oleh setiap pemohon penerbitan sertipikat hak milik baru yang 
berasal dari tanah yang dikuasai negara yang diatur pada Peraturan Daerah 
 
21Petugas Pertanahan Kabupaten Pemalang, Wawancara Langsung, Kabupaten Pemalang, 
11 Juni 2020, Pukul 09.15 WIB. 
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Kabupaten Pemalang Nomor 5 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka setiap pemohon wajib memverifikasi 
pajak untuk mengetahui berapa pajak yang harus diayarkan. 
Adanya kebijakan dari Pemerintah yang di atur di dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 tahun 2010 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan penentuan apabila Nilai 
Perolehan Objek Tanah lebih besar maka dikenai pajak, sebaliknya apabila 
Nilai Perolehan Objek Tanah lebih kecil maka tidak dikenai pajak. Misalnya 
Di Kabupaten Pemalang NPOTKP sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 
rupiah) sehingga masyarakat keberatan terhadap penentuan besarnya BPHTB 
ketika hendak dilakukan Pendafaran Tanah. Rumus BPHTB : 5 % x (Luas x 
Harga Tanah atau NJOP) - NPOTKP Di Kabupaten Pemalang dengan Luas 
Tanah 1000 m³ dan Harga Tanah atau NJOP : Rp. 150.000,- per meter 
persagi. Maka BPHTB yang harus dibayar : = 5 % x (1000 m x Rp. 150.000,) 
– Rp. 60.000.000,- = 5 % x Rp.150.000.000,- – Rp.60.000.000,- = 
Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah) Sebelum berlakunya BPHTB ini 
Masyarakat yang memohon Hak tidak membayar biaya pajak BPHTB, namun 
dengan Hasil wawncara dengan petugas loket di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang Pada tangal 11 Juni 2020 Jam 09.15 WIB, adanya 
BPHTB maka masyarakat wajib membayar biaya yang ditentukan oleh 
BAPENDA. 
Kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat. Masyarakat pada 
umumnya kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, hal ini 
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dilatarbelakangi masyarakat kurang mendapat informasi yang akurat tentang 
pendaftaran tanah. Karena kurangnya informasi yang akurat dan mudah 
dipahami masyarakat tentang pendaftaran tanah, akan mempengaruhi 
kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Kemudian anggapan 
masyarakat bahwa sertifikat hak atas tanah hanya dipandang dari nilai 
ekonomis saja, seperti: 1. Anggapan bahwa sertifikat hanya diperlukan untuk 
menaikkan harga bidang tanah sebagai kompensasi dari biaya pengurusan 
sertifikat ke kantor pertanahan, sementara masyarakat beranggapan bahwa 
harga ekonomis suatu bidang tanah dinilai berdasarkan luas dan kualitas 
tanah tersebut. 2. Anggapan sertifikat hanya diperlukan apabila ada keperluan 
untuk mengajukan pinjaman di bank sebagai jaminan pemberian kredit yang 
akan dijadikan sebagai objek hak tanggungan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Dalam Proses pemberian hak milik pada umumnya seorang pemohon 
sebelum melakukuan permohonan hak atas tanah, tentu saja telah 
mengetahui secara pasti tentang status hukum tanah yang akan 
dimohonkan. Dalam penelitian ini status hukum tanah yang dimohon 
adalah Tanah yang dikuasi langsung oleh Negara, yang dimaksud 
tanah negara bebas adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara 
atau tidak ada pihak diatas tanah-tanah itu dan kewenangan teknis 
dalam permohonan untuk memperoleh hak atas tanah di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh Seksi Hak-hak 
Atas Tanah, sedangkan pelaksanaan tugasnya ditangani oleh Sub 
Seksi (Subsi) pemberian hak-hak atas tanah. 
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses pemberian hak milik atas tanah 
Negara yang dikuasai negara di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang ialah banyak tanah negara yang dikuasi oleh masyarakat 
yang tidak mampu, karena adanya pajak BPHTB yang harus 
dibebankan kepada pemohon hak, maka menimbulkan kesulitan bagi 
masyarakat untuk memproses tanah tersebut, Syarat berkas atau dasar 
peroleh belum terpenuhi karena akan hal ini maka terjadi 
keterlambatan proses penerbitan permohonan pemberian hak atas 
tanah milik Negara tersebut, Karena daerah yang dimohonkan adalah 
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tanah negara yang termasuk dalam tanah daerah sepadan pantai, 
sepadan sungai, sepadan mata air, dan lereng dengan kemiringan 
kurang lebih 45o, Tanah yang ditempati tidak memiliki alas hak atau 
bukti kepimilikan maka masyarakat kesulitan untuk melakukan 
pendaftaran permohonan hak, Adanya sengketa dari tanah yang 
dimohon, Pada saat pengukuran bidang tanah pemberian hak patok 
belum terpasang sehingga Nampak bahwa kurangnya sosialisasi dari 
pihak yang bersangkutan, dan Kurangnya informasi tentang riwayat 
dari tanah Negara ke perorangan. 
B. Saran  
1. Saran penulis bagi tahap-tahap proses pendaftaran hak milik dari 
tanah yang dikuasai oleh negara harus lebih di teliti dan lebih detail 
dalam menganalisa berkas, untuk meninimalisir suatu berkas terselip 
atau hilang, karena sering terjadi berkas terselip dan hilang dalam 
tahap-tahap proses pendaftaran. 
2. Saran penulis yang akan diuraikan kepada Pemerintah dalam hal ini 
Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 
disarankan untuk banyak memberikan sosialisasi bagaimana proses 
pembuatan sertipikat hak milik dari tanah yang dikuasi oleh Negara, 
serta dukungan untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat 
yang kurang mampu untuk  membuat program sertipikat gratis. 
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